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Abstract

Consumer protection in the social commerce ecosystem is a crucial pillar for the integrity of
digital trade in Indonesia. However, there is a significant gap between consumer protection
regulations and practice, with TikTok Shop often resorting to safe harbor to avoid legal liability
for the distribution of counterfeit goods. This situation creates injustice for consumers in Eastern
Indonesia, particularly Jayapura, who face geographical and structural barriers in asserting their
rights. This study aims to analyze TikTok Shop's civil liability and evaluate the dispute resolution
mechanism for the distribution of illegal products in Jayapura. Using a normative-empirical
method, data was collected through interviews with the Food and Drug Authority (BPOM) and
online skincare consumers. The main findings indicate that TikTok Shop's civil liability in
Jayapura is nil because the platform only provides administrative responses without providing
material compensation. The study concludes that the dispute resolution procedure is
dysfunctional; consumers are trapped between the platform's unresponsive internal system and
formal channels that are unrealistic in terms of cost and accessibility.
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Abstrak

Perlindungan konsumen dalam ekosistem social commerce merupakan pilar krusial bagi integritas
perdagangan digital di Indonesia. Namun, terdapat kesenjangan tajam antara regulasi perlindungan
konsumen dan praktik lapangan, di mana TikTok Shop sering kali berlindung di bawah doktrin
safe harbour untuk menghindari tanggung jawab hukum atas peredaran barang palsu. Kondisi ini
memicu ketidakadilan bagi konsumen di wilayah Indonesia Timur, khususnya Jayapura, yang
menghadapi hambatan geografis dan struktural dalam menuntut hak mereka. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perdata TikTok Shop dan mengevaluasi mekanisme
penyelesaian sengketa atas peredaran produk ilegal di Jayapura. Dengan menggunakan metode
normatif-empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan BPOM dan konsumen pengguna
skincare online. Temuan utama menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata TikTok Shop di
Jayapura bersifat nihil karena platform hanya memberikan respons administratif tanpa ganti rugi
materiil. Hasil penelitian menyimpulkan terjadinya disfungsi prosedur penyelesaian sengketa;
konsumen terjebak di antara sistem internal platform yang tidak responsif dan jalur formal yang
tidak realistis secara biaya maupun aksesibilitas..

Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Tiktok Shop, Barang Palsu.

PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai USD 130
miliar pada tahun 2025 telah melahirkan fenomena social commerce, di mana platform
seperti TikTok Shop berkembang dari sekadar penyedia lapak pasif menjadi active
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business actor melalui fitur live shopping dan algoritma agresif. Namun, peran aktif ini
tidak sejalan dengan beban tanggung jawab hukum, mengingat hukum positif Indonesia
masih menganut prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability) atau doktrin safe
harbour sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Ketegangan yuridis muncul ketika platform yang
memperoleh keuntungan ekonomi besar dari transaksi barang palsu justru mendapatkan
perlindungan hukum untuk melepaskan tanggung jawab perdata, sementara konsumen
dibiarkan menghadapi penjual anonim yang sulit dilacak.

Ketidakmampuan regulasi saat ini, termasuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan
Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam menjerat platform sebagai
penanggung jawab utama menciptakan kebuntuan bagi konsumen untuk menuntut ganti
rugi komprehensif. Meskipun pemerintah telah mencoba memisahkan fungsi media sosial
dan dagang, platform tetap sering berlindung di balik mekanisme notice-and-takedown
yang hanya bersifat administratif tanpa menyentuh aspek restitusi materiil. Celah hukum
ini dipertegas oleh preseden peradilan yang cenderung membebaskan platform dari
tanggung jawab atas konten pihak ketiga, sehingga sistem strict liability yang ada gagal
melindungi konsumen dari kerugian akibat barang tiruan dalam ekosistem digital yang
kompleks.

Persoalan doktrinal ini menjadi semakin krusial di wilayah Indonesia Timur,
khususnya Jayapura, yang menghadapi kendala struktural berupa hambatan geografis,
biaya logistik tinggi, dan keterbatasan akses keadilan formal. Kesenjangan antara hukum
ideal dan realitas lapangan di Jayapura menunjukkan adanya risiko diskriminasi akses
keadilan bagi konsumen lokal yang terpapar barang palsu namun terhalang oleh birokrasi
penyelesaian sengketa yang rumit. Oleh karena itu, penelitian berjudul "Tanggung Jawab
Perdata TikTok Shop atas Peredaran Barang Palsu di Jayapura™ ini mendesak untuk
dilakukan guna menguji efektivitas penegakan hukum perdata dan merumuskan model
penyelesaian sengketa yang lebih adaptif dan berkeadilan bagi masyarakat di wilayah
Papua.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (empirical legal
research) yang berlokasi di BBPOM Jayapura guna menganalisis efektivitas pengawasan
dan penyelesaian sengketa produk palsu di social commerce. Data penelitian terdiri dari
data kualitatif melalui wawancara mendalam serta data kuantitatif berupa statistik kasus
sekunder, dengan teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Informan
kunci mencakup otoritas teknis dari Bidang Penindakan, Pengujian, serta Layanan
Informasi Konsumen BBPOM Jayapura untuk membedah mekanisme identifikasi dan
tindakan hukum, serta dua konsumen korban (Sdri. Lyana dan Sdri. Rivgah) untuk
memotret realitas hambatan akses keadilan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif
dengan membandingkan norma hukum tertulis (law in books) terhadap praktik lapangan
(law in action) guna mengonstruksi urgensi tanggung jawab renteng (co-liability) dalam
ekosistem digital di Jayapura.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggung Jawab Perdata TikTok Shop Terhadap Peredaran Barang Palsu di
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Jayapura

Secara yuridis, tanggung jawab perdata TikTok Shop di Indonesia kini memiliki
landasan legal standing yang kuat pasca-integrasi ke dalam ekosistem PT GoTo Gojek
Tokopedia Tbk, sehingga entitas ini tunduk sepenuhnya pada hukum positif nasional dan
dapat digugat berdasarkan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365
KUHPerdata). Meskipun saat ini platform masih berlindung di bawah doktrin Safe Harbour
(Pasal 22 ayat (2) PP PMSE) yang bersifat reaktif-administratif melalui mekanisme Notice-
and-Takedown, eksistensi risiko sistemik sebesar 32% iklan tidak memenuhi ketentuan
(TMK) dalam RKT BBPOM Jayapura 2025 seharusnya menggugurkan perlindungan
tersebut. Penulis berargumen bahwa transformasi TikTok Shop menjadi Active Business
Actor yang mengendalikan preferensi konsumen melalui algoritma FYP dan memetik
keuntungan ekonomi dari transaksi produk kosmetik palsu menciptakan kewajiban hukum
tambahan (extra duty of care). Oleh karena itu, sebagai lus Constituendum demi mencapai
keadilan substantif di wilayah dengan hambatan geografis seperti Jayapura, perlu diterapkan
konstruksi Tanggung Jawab Renteng (Co-Liability) sesuai Pasal 1367 KUHPerdata, guna
memaksa platform melakukan filtrasi mandiri yang preventif dan memberikan restitusi
nyata atas kerugian materiil maupun fisik yang diderita konsumen.

Penyelesaian Sengketa Perdata yang Melibatkan Peredaran Barang Palsu di Jayapura

Mekanisme internal dispute resolution pada TikTok Shop saat ini mengalami
kebuntuan hukum (legal deadlock) dalam menjamin hak restitusi konsumen di Jayapura,
sebagaimana terkonfirmasi melalui kegagalan penyelesaian sengketa yang dialami informan
akibat sistem rekomendasi algoritma yang meloloskan produk kosmetik tanpa izin edar.
Meskipun terdapat otoritas pengawas melalui BBPOM Jayapura, efektivitas penegakan
hukum perdata terhambat oleh kendala geografis, sentralisasi wewenang takedown di pusat,
serta prosedur administratif-laboratoris yang tidak sebanding dengan kecepatan transaksi
digital. Platform cenderung berlindung di balik status perantara (intermediary liability) guna
melepaskan tanggung jawab perdata, sehingga menciptakan kesenjangan perlindungan
hukum bagi konsumen yang enggan menempuh jalur formal karena pertimbangan cost-
benefit yang tidak proporsional. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi Tanggung Jawab
Renteng (Co-Liability) berdasarkan doktrin Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365
KUHPerdata) atas kelalaian melakukan pengawasan (failure to filter), yang mewajibkan
platform menjalankan extra duty of care untuk menutup celah keadilan di wilayah dengan
aksesibilitas hukum formal yang terbatas.

KESIMPULAN

Secara faktual, tanggung jawab perdata TikTok Shop di Jayapura saat ini dinilai
bersifat nihil atau semu karena meskipun secara regulasi platform wajib bertanggung jawab,
realitas di lapangan menunjukkan adanya pelepasan tanggung jawab melalui respons
administratif yang lambat dan tidak solutif terhadap kerugian konsumen. Hal ini diperparah
oleh disfungsi prosedur penyelesaian sengketa, di mana konsumen seperti Sdri. Lyana dan
Sdri. Rivgah cenderung enggan menempuh jalur formal akibat kerumitan birokrasi,
hambatan interaksi melalui chatbot, serta biaya operasional yang tidak sebanding dengan
nilai kerugian. Selain itu, kendala geografis Papua dan sentralisasi wewenang eksekusi
digital di Jakarta semakin menghambat efektivitas penyelesaian sengketa, sehingga
perlindungan hukum bagi konsumen di wilayah tersebut menjadi tidak berfungsi secara
optimal. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan TikTok Shop untuk
mengintegrasikan database produknya dengan sistem pendaftaran izin edar BBPOM secara
real-time guna memblokir produk tanpa nomor registrasi valid secara otomatis, sekaligus
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memperketat verifikasi identitas penjual. Sejalan dengan hal tersebut, para merchant
didorong untuk secara jujur mencantumkan nomor izin edar yang terverifikasi pada setiap
deskripsi produk serta menghindari penggunaan ulasan manipulatif. Terakhir, konsumen di
Jayapura diharapkan mulai memanfaatkan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat (LPKSM) lokal untuk melakukan pengaduan kolektif (class action) jika
ditemukan pola penipuan serupa, sehingga tercipta tekanan hukum yang lebih signifikan
bagi platform.
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